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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

r,{0MoR, t TAHUN 2006

TENTANG

PHNATAAhI KAWASAf{ PERDESAAN

DENGAhI RAHMAT TUI"IAN VANG MAHA E$A

BUPAT'I SAMOSIR,

bahwa untuk nnelaksanakan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lernbaran Negara T'ahun 2005 Nomor 158, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penataan Kawasan Pendesaan.

tJndang-Undang Nomor 28 l'ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan l"lepotisme (Lembaran

lrlegara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Unciang-Undang Nonror 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarnosir cJengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran l{egara Tahun 2003 Nonnor 151, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2AA4 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-t.lndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(l-embaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 'fahun 2005 tentang Perubahan atas

Unclang-tJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor B

Tahun 2005 (l-embaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548)'
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5. Undang-t-lndang Fiomor 33 'Iahuln 2004 tentang Perinrbangan Keuangan

antara fremrerintah Pusat clan Femerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

20c14 ftonrpr tr26, "larnbahan Lembaran tlegara Nomor 447.2),

S. peraturan Femerirrtah lrlornon 25 l"ahun 2000 tentang Kewenangan

perrrerintaS darr Kewenangan Propinsi sebaEai Daerah Otonom (Lembaran

frlegara Tahun 2000 lolonror 54, Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 2952);

'l. peraturan Pemer"intair lrJomor 7? Tahun 2005 tentang Desa (Lernbaran

Negara Tahul 20t15 Nornor 153, Tarnbahan Lembaran Negara llomor

a587);

g" Feraturan Femerintah Nomor 79 Tahr"rn ?005 tentang Fedoman Fembinaan

dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintalr Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nornor 165, Tan'ibahan Lembaran Negara Nomor 4593),

g. Feraturan Daerah Kabupaten $anrosir Nornor 21 Tahun 2005 tentang

$usunan Organisasi dan Tata Kerja $ekretariat Daerah Kabupaten dan

$usunan Organisasi dan Tata Kerja $ekretariat t)ewan Perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten $amosir.

Dengan Persetuljtlan Bersama

DHWIAI.N FHRWAKIT-AN RAKYAT I}AERAH KABUPATHN SAMO$IR

dan

BUPA'tr"I SAMOSf,R

[UEMUTUSKAN:

Menetapkan : pHRl\TURAr,{ DAHRAH THNTANG PHNATAAF{ KAWA$AN PERDESAAN

8AF I

KETFNITUAh.I UMUM

Pasal I

Dalarrr Peraturan Daerah rrri yang dimaksudkan dengan:

1. llaerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pernerintah Daerah acjalah Fernerintah Kabupaten samosir.

3. Bupati adalah Bupati Sanrosir'

4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Fenrvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir'

5 Kecanratan adalah wilayah kei".tra carnat sebagai Perarrgkat Daerah

Kabupaten Sarnosir.

6. Desa ......13



6. Desa aclalah kesatuan ntasyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yan$J beruenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat seternpat, berrJssarkan asal-usul dan adat istiadat seternpat

vang diakui cian clihornrati clalanl sistent penrerirrtahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Femerintalt cles* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelerrggara pemerintahan desa.

E. Badan Ferrnusyawaratan Desa yang selanjutnya diseburt BPD adalah

lenlbaga yang merupakarr peruvujudarl demoknasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagal unsur penyelengEara Pemerintahan Desa'

9. flemenntahan fiJesa adalah penyelenggaraan urucan pemerintahan oleh

Fenrerinrtah Desa dan Badarr Permusyawaratan Desa dalam rnengatur dan

rnenguru$ kepentingan masyarakat setempat berclasarkan asal-usul dan

adat istiadat $etempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemenintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia'

10 Anggaran Pentlapatarr tlan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan desa yang dibahas

dan tjisetujui bersanra oleh Ferrrerintah Desa cJan BPD yang ditetapl(an

dengan Feraturan Desa'

11. Dusun adalah $agian wilayatr dalam desa yang merupakan lingkungan

kerja pelaksanaan Penierintahan Desa.

12. Peratura* Desa adalah Feraturan Perundang undangan yang dibuat oleh

BPD bersanla KePala De-sa.

.13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam

menyelenggarakan nlmah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus

keperrtingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang cliakui dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia dan berada di daerah kabupaten'

14. Kawasan Pendesaan acJalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaarl sumber claya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayatran sosial <1an kegiatan ekonomi'

15. Pihak ketiga aclalah lembaga haclan hukunr dan perorangan di luar

Pemerintah Propinsi, pen'lerintalr Kabupaten dan Femerintah Desa'
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BAB II

T{,JJI,JAN

Pasal 2

Frenataan Kawasan Perdesaan berlu.iuan untuk menata ruang di sebuah

pedesaan guna tercaparnya keseimbangan dan keharmorlisan antara fungsi

kawasan sebagai tempat pemultiman, pelayanan jasa publik dan sosial serta

fungsi kawasan sehagai pusat ekonnmi dan pasar'

Pasal 3

Dalarn perencanaannya, pelaksanaan pembangunan serta pernanfaatan dan

pendayagunaan kawasan pedesaan agar mengikutsertakan masyarakat

sebagai ilpaya pemberdayaan ma$yarakat.

EAH III

!lrjAhrc LlFIGKtfp

Fasal 4

Fernbangunan Kaw'asan Perclesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau

pihak ketiga rnengikutsertakan Pemerintah Desa clan BFD setragai bentuk

partisipasi masyarakat.

Pasal S

tsentuk partisipasi masyarakat dalarn pembangunan penataan kawasan

perdesaan meliPuti:

a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang

peruntukan dan pemanfaatan ruang;

b. memberikan infonnasi dan argumentasi keberatarr-keberatan rnasyarakat

terhadaP rencana tata ruang;

c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyu$unan

dokumen perencanaan tata ruanE; dan

cJ. ikut memelihara t(eserastan tjan kerlestarian lingkungan kawasan

perqggSS!

BAB IV

KEWEh{ANGAN PE$A

Fasal 6

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus

rnemperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat.



EAE V

PETAK$ANAAN

Fasal 7

pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak

Kabupaten atau oleh Pihak ketiga.

*, 
n* ur NAAN :lfi [--AWAsAhr

Fasa! S

(1) Bupat! melakukan pentbinaan terhadap pembangunan dan penataan

kawasan perdesaan,

(2) Pengawasan terhadap Xrenrbangunan dan penataan kawasan perdesaan

dilakukan oleh BPD dan l3upati.

BAts VIi

KETHNTUAhI PENUTUF

Fasal S

Ketentuan-keteptuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi

pedoman dalanr penyusunan Feraturan Desa.

Pasal 10

Hal-hal yang belunt diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksapaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

dengan benpedoman pada ketentuarr Peraturan Daerah ini.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir.

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERATKARUPATEN SAMOSIR

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

SIMBOLON



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR ,1 TAHUN 2006

TENTANG

FENATAAN KAWASAN PERDESAAN

I. PENJELASAN UMUruI

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya

peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tetang Desa, maka perlu disusunnya

pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan.

Pengaturarr tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76

Tahun 2001 tentang Pecloman Umurn Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Femerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan

pemikiran pengaturan mengenai Penataan Kawasan Perdesaan, yaitu keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat,

Keanekaragaman nremiliki makna bahwa Penataan Kawasan Perdesaan

disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini

berarti Kewenangan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat

setempat namun harus tetap mengindahkan sistim nilai bersama dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalarn Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran

aktif rnasyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut sefta bertanggung jawab

terhadap perkernbangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli- 4alam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa

kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat

didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat

seternpat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan

Negara yang selalu rnengikuti perkennbangan zaman.

Demokratisasi clalam Penataan Kawasan Perdesaan memiliki makna bahwa

penyelengg araan pemerintahan dan pelaksanaan pernbangunan di desa harus

mengakonrodasi aspirasi rnasyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan

Lenrbaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

r\ , l,- .1,- ----



pemirerdayaan rnasyarakat dalarn tlenataan Kawasart Perdesaan rnemiliki ntakna

bahwa penyelenggaraan pernerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan

untuk rneningkatkarr taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

[<ebijakan, prCIelram dan kegiatan yang sesuai dengan esensi rnasalah dan pnioritas

kebutuhan masYarakat.

eleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai

i--* penataan Kawasan perdesaan yang clfsenuaikan dengan Peraturan Pemerintah friomor 72

Tahun 2005 rlan sejalan dengan prirrsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan

mengenai desa.

II. PHN"JHI.A$AN PASAL NEIUI PASAT

Fasal 1

CukuP jelas

Pasal 2

CukuP jelas

Fasal 3

CukuP jelas

Pasal 4

Cukup ielas

Pasal 5

CuktlP jelas

Fasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal I
CukuP jelas

Pasal I
CukuP jelas

Fasal 10

CukuP jelas

Pasal 1 1

CukuP jelas
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